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Kata Kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Penegakan Hukum, Politik 

Uang, Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Tindak Pidana 

 
Penegakan hukum pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan 

suatu upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam mengatasi dan 

menindaklanjuti setiap peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana, seperti 

perbuatan curang dengan memberikan imbalan kepada masyarakat untuk 

mempengaruhi suara masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

politik uang dan mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

politik uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, 

dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

perundang-undangan   dan   pendekatan   kasus.   Teori   yang   digunakan   dalam 

penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori hukum pembuktian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian 

terhadap  perkara  tindak  pidana  politik  uang  yaitu  adanya  kerjasama  dengan 

instansi lain terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kejaksaan. Hasil 

penelitian juga menunjukan bahwa sulitnya pihak Kepolisian dalam membuktikan 

suatu perkara yang dapat dikatakan tindak pidana politik uang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam penegakan hukum dibagi berdasarkan faktor hukum atau 

perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. 
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LAW ENFORCEMENT OF MONEY POLITICS CRIMINAL IN THE 

ELECTIONS OF REGIONAL HEAD (CASE STUDY IN BANGKA, 

BANGKA BELITUNG PROVINCE) 

 
Thesis of Law Faculty, 2018 

 

Keywords:  General  Election  of  Regional  Head,  Law  Enforcement,  Money 

Politics, Criminal Act of General Election, Criminal Act 
 

Criminal law enforcement of money politics in general election is an attempt to 

realize the legal wishes in overcoming and following up any events that contain 

criminal act, such as cheating in given rewards for influencing the suffrage of 

citizens in general election of regional head. This research has purpose to know 

the regulation of criminal sanctions to money politics criminal act and to know 

criminal law enforcement to money politics criminal act. The type of research 

used is normative juridical research, with oncoming used are legislation and case 

oncoming. The theory used in this research is law enforcement theory and law 

proof theory. The result showed that law enforcement which did by police to 

money politic case of criminal act namely there are cooperation with other 

institution consist of General Election Supervisor Council and Judiciary. The 

result also showed that police is difficult to proof a case that can say money 

politics criminal act. The factors influencing in law enforcement divided based on 

law or legislation factor, law enforcer factor, and facilities and infrastructure 

factor. 
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